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ABSTRAK 

 

NAMA        :  Andi Setiawan 
Program Studi        :  Ilmu Hukum  
Judul                      :  “Penetapan PKPU Yang Mengakibatkan Permohonan Kasasi Oleh 

Kreditor Lain Atas PT. Argo Pantes Tbk.”     
 
Skripsi ini membahas Pemberian pinjaman oleh kreditor kepada debitor didasarkan pada 
asumsi bahwa kreditor percaya debitor dapat mengembalikan utang tepat pada waktunya. 
Pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor tidak selalu dapat berjalan dengan lancar 
adakalanya debitor tidak membayar utangnya kepada kreditor walaupun telah jatuh 
tempo. Bagi debitor yang tidak mampu melunasi utangnya, maka harta kekayaan debitor 
yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang telah ada maupun yang akan ada 
dikemudian hari menjadi jaminan atas utangnya.  Apakah Putusan Majelis Hakim 
Pengadilan Niaga telah sesuai dengan bab III Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kasus 
PT. Indo Plus dengan PT. Argo Pantes Tbk? Bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga 
dalam penetapan PKPU sehingga mengakibatkan permohonan pailit kreditor lain dari PT. 
Argo Pantes Tbk?. Proses PKPU dalam kasus ini telah dilaksanakan dengan tidak 
memperhatikan asas keseimbangan dan asas keadilan. Dimana dalam hal ini, Judex facti 
tidak memberikan waktu yang cukup kepada kreditor-kreditor yang bersikap abstain 
(dalam hal ini adalah pemohon kasasi dan PT. Putra Mandiri Finance) dan kreditor yang 
bersikap menolak (dalam hal ini adalah Indo Plus B.V.) dalam pemungutan suara atas 
rencana perdamaian final untuk memberikan alasan-alasan sehubungan dengan sikap-
sikap tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) UUK. Majelis hakim juga 
tidak mempedulikan usul kreditor yang menghendaki legal opinion dan auditor 
independen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan hukum ekonomi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. 

Perkembangan ini dipengaruhi perkembangan globalisasi perekonomian. Dari sisi 

hukum, perkembangan hukum ekonomi ini memunculkan transplantasi di bidang hukum. 

Yaitu perpindahan dari suatu aturan atau sistem hukum dari satu negara ke negara lain. 

Dari sejarah perkembangan hukum di Indonesia di ketahui bahwa transplantasi hukum di 

Indonesia terjadi sejak jaman kolonial dan berkembang pesat pada era globalisasi.1  

 Perkembangan perekonomian global membawa pengaruh terhadap perkembangan 

hukum terutama hukum ekonomi. Erman Radjagukguk menyebutkan bahwa globalisasi 

hukum akan menyebabkan perubahan peraturan-peraturan negara-negara berkembang 

mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya 

mendekati negara-negara maju.2 

 Sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional, pembangunan dunia usaha 

di Indonesia turut pula berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya 

banyak pengusaha, baik yang bertindak secara pribadi maupun bersama-sama mendirikan 

perusahaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Keadaan suatu perusahaan tidaklah 

selalu berjalan dengan baik dan terkadang mengalami kesulitan di bidang keuangan 

sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar utang-utangnya. Didalam 

menjalankan usahanya, perusahaan membutuhkan modal, baik berupa uang ataupun 

berupa barang-barang.3 

 Di dalam menjalankan usaha, satu hal yang pasti  dimana perusahaan akan 

memperoleh keuntungan atau kerugian. Jika perusahaan itu memperoleh keuntungan, 
                                                 

1 Erman Radjagukguk , Perkembangan Peraturan Kepailitan Di Indonesia, Bahan Kuliah E 
Learning, 2002, hal 2 – 3.  

2 Erman Radjagukguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi, Jurnal 
Hukum, No. II, Vol 6, hal. 114. 

3 Ibid. 
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tentu saja perusahaan itu akan terus berkembang bahkan dapat menjadi perusahaan 

raksasa, tetapi apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka untuk 

mempertahankan usahanya akan dirasakan sangat sulit. Untuk mempertahankan usahanya 

tersebut perusahaan dapat melakukan peminjaman uang yang dibutuhkan kepada pihak 

lain. Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau badan 

hukum yang ingin memperoleh pinjaman, dari sumber-sumber dana itulah kekurangan 

dana dapat diperoleh. 

 Pemberian pinjaman oleh kreditor kepada debitor didasarkan pada asumsi bahwa 

kreditor percaya debitor dapat mengembalikan utang tepat pada waktunya. Pelunasan 

utang oleh debitor kepada kreditor tidak selalu dapat berjalan dengan lancar adakalanya 

debitor tidak membayar utangnya kepada kreditor walaupun telah jatuh tempo. Bagi 

debitor yang tidak mampu melunasi utangnya, maka harta kekayaan debitor yang 

bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang telah ada maupun yang akan ada 

dikemudian hari menjadi jaminan atas utangnya.4  

 Hal ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, dengan kata lain Pasal 1131 

tersebut tidak hanya menentukan bahwa harta kekayaan seseorang debitor demi hukum 

menjadi agunan bagi kewajiban yang berupa membayar utangnya kepada kreditor yang 

mengutanginya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul 

karena perikatan-perikatan lain, baik perikatan itu timbul karena undang-undang maupun 

karena perjanjian selain perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang. 

Ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki 

kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-

undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-

kreditor lainnya.  

 Kedua pasal yang tersebut di atas merupakan jaminan bagi kreditor untuk 

mendapatkan pelunasan bagi semua piutangnya, tapi untuk melaksanakan pembayaran 

utang oleh debitor kepada kreditor dengan adil diperlukan peraturan khusus, salah 

satunya adalah peraturan khusus yang mengatur tentang kepailitan yaitu Undang-Undang 

                                                 
4 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131. 
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Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang. 

 Ketentuan yang mengatur secara khusus tentang kepailitan pada awalnya terdapat 

dalam Wet Boek Van Koophandel WVK, buku III, namun dicabut dan diganti dengan 

Staatblad 1905 No. 217 Tentang Faillissemensverordening staatblad 1906 No.348.1. 

Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang 

kemudian pada tanggal 9 September 1998 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada tahun 2004, 

peraturan ini disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang 

selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Kepailitan (UUK).5 Menurut ketentuan 

Undang-Undang Kepailitan (UUK) tersebut, kreditor dapat mengajukan permohonan 

pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dapat 

disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan apabila 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:6 

1. debitor paling sedikit mempunyai dua kreditor dengan kata lain harus memiliki lebih 

dari satu kreditor; 

2. debitor paling sedikit tidak membayar satu utang kepada kreditor; dan 

3. utang yang tidak dibayar itu telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. 

Berdasarkan Pasal 212 UUK, debitor yang tidak dapat atau memperkirakan 

bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh 

waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pambayaran utang, 

dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi 

tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Permohonan 

penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud Pasal 212 harus 

diajukan debitur kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan 

ditandatangani olehnya dan oleh penasihat hukumnya, dan disertai daftar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 93, beserta surat-surat bukti selayaknya. Pada surat permohonan 

                                                 
5 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 5. 
6 Ibid.  
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tersebut diatas dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 212.7 

Surat permohonan berikut lampirannya dalam permohonan PKPU, harus 

disediakan di kepaniteraan, agar dapat diperiksa tanpa biaya oleh umum terutama pihak 

yang berkepentingan. Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara 

kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim 

Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur 

mengurus harta debitur.8  

Segera setelah ditetapkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran 

utang, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal 

dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang 

diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung setelah 

putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Pengurus wajib 

segera mengumumkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dalam 

Berita Negara dan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim 

Pengawas dan pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir pada 

persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut, tanggal, tempat dan 

waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.9  

Apabila pada surat permohonan dilampirkan rencana perdamaian, maka hal ini 

harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman itu harus dilakukan 

dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang 

direncanakan. Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku sejak 

tanggal penundaan kewajiban pambayaran utang tersebut ditetapkan dan berlangsung 

sampai dengan tanggal sidang.10 

Pada hari sidang, Pengadilan harus memeriksa debitur, Hakim Pengawas, 

pengurus dan para kreditur yang hadir atau wakilnya yang ditunjuk berdasarkan surat 

kuasa, dan setiap kreditur berhak untuk hadir dalam sidang tersebut sekalipun yang 

bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu. Apabila rencana perdamaian 
                                                 

7 Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Lembaran Negara Nomor 
131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3778, Pasal 212 

8 Ibid, Pasal 213 
9 Ibid, Pasal 214 
10 Ibid 
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dilampirkan pada permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 atau telah disampaikan oleh debitur sebelum 

sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan.11  

Dalam hal ketentuan di atas tidak dipenuhi, atau jika kreditur konkuren belum 

dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian maka atas permintaan 

debitor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran 

utang dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus dan para kreditur untuk 

mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan 

selanjutnya.  

Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap disetujui, maka 

penundaan tersebut berikut perpenjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh 

puluh) hari terhitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang 

ditetapkan. Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut 

perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu 

perdua) kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan 

mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau 

yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang 

tersebut, dan perselisihan yang timbul antara pengurus dan para kreditur konkuren 

tentang hak suara kreditur tersebut diputuskan oleh Hakim Pengawas. Jika permohonan 

pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa 

pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang 

harus diputuskan terlebih dahulu.12 

 Contoh kasus gugatan pailit dalam penelitian di sini adalah kasus gugatan pailit 

yang diajukan oleh Indo Plus terhadap PT Argo Pantes Tbk:13  

Awal kasus ini adalah gugatan pailit yang diajukan oleh Indo Plus terhadap PT 

Argo Pantes Tbk. yang terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 

Februari 2006. Dasar penagihan utang Indo Plus kepada debitur adalah berdasarkan 

facility agreement relating to a term loan facility dengan fasilitas pinjaman maksimal 

                                                 
11Ibid.  
12 Ibid. 
13 Putusan Nomor 03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.jo.No.05/PAILIT/2006/ 

PN.NIAGA.JKT.PST 
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adalah sebesar US$ 30 juta tertanggal 8 Mei 1996, dengan jatuh tempo 8 Mei 1998 dan 

transferable loan facility agreement dengan fasilitas pinjaman maksimal sebesar US$ 42 

juta tertanggal 25 Oktober 1996, dengan tanggal jatuh tempo 25 Oktober 1999. 

 Dalam pengajuan permohonan pailit ini, Indo Plus dapat membuktikan bahwa 

utang Debitor telah jatuh tempo yaitu pada tanggal 8 Mei 1998 dan 25 Oktober 1999 

sehingga dapat ditagih dan debitor mempunyai lebih dari satu kreditor, yaitu PT Alfa 

Goldland Realty, PT Lawe Adyaprima Spinning Mills, PT Sugih Brother, PT Daya 

Manunggal, PT Bank Mandiri (Persero) Singapore, PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta, 

Maximus Capital Pte Limited, Amroc Investment Asia Limited, PT Alpha Sekuritas 

Indonesia dan PT Putra Mandiri Finance. 

 Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UUK menentukan bahwa permohonan pernyataan 

pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara 

sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 ayat (1) telah terpenuhi. Bunyi pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa Hakim harus 

mengabulkan, bukan dapat mengabulkan, jika telah terbukti secara sederhana. Yang 

dimaksud terbukti secara sederhana adalah kreditur dapat membuktikan bahwa debitur 

berutang kepadanya, dan belum dibayarkan oleh debitur kepadanya padahal telah jatuh 

tempo dan dapat ditagih. Kemudian kreditur tersebut dapat membuktikan di depan 

pengadilan, bahwa debitur mempunyai kreditur lain selain dirinya. Jika menurut hakim 

apa yang disampaikan kreditur atau kuasanya benar, tanpa melihat besar kecilnya jumlah 

tagihan kreditur, maka hakim harus mengabulkan permohonan kepailitan yang diajukan 

oleh kreditur tersebut.  

Terkait dengan gugatan itu, Bursa Efek Jakarta sempat melakukan penghentian 

sementara perdagangan (suspensi) terhadap saham Argo Pantes tersebut. Selanjutnya, PT 

Argo Pantes Tbk (Argo) telah menerima putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang 

memutuskan untuk menerima permohonan rencana Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU), disertai dengan perdamaian berupa konversi utang ke saham (debt to 

equity swap).  

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan putusannya 

No.03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.jo.No.05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST 

tanggal 3 Maret 2006 telah memutuskan untuk menerima permohonan Penundaan 
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Kewajiban Pembayaran Utang yang disampaikan oleh PT Argo Pantes Tbk. yang disertai 

dengan pengajuan rencana perdamaian berupa debt to equity swap. 

 Dalam kasus tersebut, Majelis hakim yang diketuai Sudrajat Dimyati memutuskan 

bahwa pengadilan menyetujui penundaan pembayaran utang oleh Argo Pantes karena 

sebagian besar dari 15 kreditur sepakat penundaan utang. Namun, disebutkan pula bahwa 

dalam waktu yang disepakati ternyata Argo Pantes tidak juga dapat membayar 

hutangnya, dan gugatan pailit dapat diajukan kembali oleh salah satu kreditur. 

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta mengabulkan permohonan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara Perseroan dan menunjuk pengurus, 

maka pengurus telah melakukan tugas-tugasnya. Salah satu tugas pengurus yaitu 

mengumumkan keadaan PKPU Sementara Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita 

Negara Republik Indonesia. 

Sehubungan hal tersebut, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 Ayat (1) UUK 

dan penetapan Hakim Pengawas No.03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT. 

PST.jo.No.05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 6 Maret 2006 maka pengurus 

telah mengumumkan keadaan PKPU Sementara Perseroan pada tanggal 7 Maret 2006  di 

2 (dua) surat kabar harian yaitu Investor Daily (dalam Bahasa Indonesia) dan The Jakarta 

Post (dalam Bahasa Inggris). 

Selanjutnya pengurus malakukan rapat kreditor pada tanggal 14 Maret 2006, hal-hal 

penting yang dibicarakan dalam rapat kreditor tersebut antara lain:  

1. Tata cara pengajuan tagihan/klaim kepada Pengurus, 

2. Format Surat Kuasa, 

3. Batas Akhir pengajuan tagihan/klaim. 

Dalam rapat kreditor tersebut Hakim Pengawas dan Pengurus juga telah 

mengingatkan kepada kreditor agar segera mendaftarkan tagihan/klaimnya kepada 

pengurus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung serta surat kuasa yang sah (jika 

kreditor ersebut diwakili oleh kuasa), sehingga pengurus dapat segera melakukan 

verifikasi atas tagihan/klaim yang telah diajukan oleh para kreditor tersebut. 

Sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan oleh Hakim 

Pengawas yaitu pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2006, pukul 17.00 WIB, pengurus 

telah menerima tagihan/klaim dari para kreditor sebagai berikut: 

Penetapan PKPU..., Andi Setiawan, FH UI, 2008



1. PT. Bank Mandiri, Tbk, 

2. Maximus Capital Pte Limited, 

3. Amroc Investment Asia Limited, 

4. PT Alpha Sekuritas Indonesia, 

5. PT Putra Mandiri Finance, 

6. Deutschee Bank AG Jakarta Branch, 

7. Greylock Global DDMF Ltd, 

8. Greylock Global OMF Ltd, 

9. Finansa Fund Management, 

10. Indoplus B.V. (eks Indover Bank), 

11. Argo Pantes Finance BV, 

12. PT Alfa Goldland Realty, 

13. PT Daya Manunggal, 

14. PT Sugih Brother, 

15. PT Lawe Adyaprima Spinning Mills. 

Pengurus selanjutnya memeriksa dan mempelajari tagihan/klaim berikut dengan 

dokumen-dokumen pendukung yang diserahkan oleh para kreditor kepada Pengurus.  

Dalam kasus tersebut di atas, Majelis hakim Pengadilan Niaga dinilai oleh 

kreditor telah melanggar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pelanggaran itu dilakukan majelis 

dengan adanya putusan penerimaan PKPU terhadap gugatan pailit yang diajukan oleh 

Indo Plus BV selaku kreditor kepada debitornya, yakni PT Argo Pantes Tbk, dimana Indo 

Plus BV merasa belum ada pemanggilan oleh Majelis Hakim, akan tetapi putusan PKPU 

atas Argo Pantes telah dibacakan.  

 

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, penulis ingin melakukan penelitian dalam 

bentuk skripsi dengan tujuan untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Niaga serta 

penyelesaian kasus antara Indo Plus terhadap PT Argo Pantes Tbk.dengan judul: 

“PENETAPAN PKPU YANG MENGAKIBATKAN PERMOHONAN KASASI OLEH 

KREDITOR LAIN ATAS PT. ARGO PANTES TBK.” 
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B. POKOK PERMASALAHAN 

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai 

hal-hal berikut: 

1. Apakah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah sesuai dengan bab III 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kasus PT. Indo Plus dengan PT. Argo 

Pantes Tbk? 

2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga dalam penetapan PKPU sehingga 

mengakibatkan permohonan kasasi kreditor lain dari PT. Argo Pantes Tbk? 

 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah sesuai atau belum dengan 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kasus PT. Indo Plus dengan PT. Argo 

Pantes Tbk. 

2. Mengetahui kewenangan Pengadilan Niaga dalam penetapan PKPU sehingga 

mengakibatkan permohonan pailit kreditor lain dari PT. Argo Pantes Tbk. 

 

D. KERANGKA KONSEPSIONAL  

Agar penelitian ini dapat dipahami maka berikut ini akan diuraikan beberapa 

peristilahan yang dipergunakan: 

a. Pailit diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar 

utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau 

permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan dikuasai 

oleh balai harta peninggalan selaku curtirice (pengampu) dalam usaha kepailitan 

tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor.14 

                                                 
14 R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, Kamus Hukum , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989),hal. 85. 
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b. Dalam Undang-Undang Kepailitan (UUK) Pasal 1 ayat (1), bahwa: Kepailitan adalah 

sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang penguasaan dan pemberesannya 

dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini.15 

c. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu istilah hukum yang 

digunakan untuk menunjukkan keadaan seorang debitur yang tidak mampu 

melakukan pembayaran utangnya.16 

d. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang terhadap debitor karena perjanjian 

atas Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.17 

e. Debitor adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai utang kepada 

kreditor karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di 

muka Pengadilan.18 

f. Debitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, 

dalam hal ini Pengadilan Niaga.19 

g. Utang adalah kewajiban yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang 

wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor 

untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor yang dapat 

dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik secara langsung maupun 

yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen.20 

 

 

E. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, 

dengan tipe penelitiannya yaitu penelitian problem finding, yang bertujuan untuk 

menemukan permasalahan sebagai akibat dari suatu kegiatan atau program yang telah 

                                                 
15 Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Lembaran Negara 

Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3778, Pasal 1 angka (1). 
16 Ibid. 
17 Ibid, Pasal 1 angka (2) 
18 Ibid, Pasal 1 angka (3) 
19 Ibid, Pasal 1 angka (4) 
20 Ibid, Pasal 1 angka (6) 
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dilaksanakan.21  Penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan 

data-data sekunder, dengan bahan-bahan hukum primernya berupa bahan yang 

mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain 

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain adalah 

buku-buku mengenai Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, 

buku-buku mengenai Hukum kepailitan, artikel, dan makalah-makalah yang terkait 

dengan tema yang diangkat.  

Setelah bahan hukum dikumpulkan dan diolah, kemudian dianalisis secara 

kualitatif dengan menggunakan kerangka berpikir secara deduktif dan induktif untuk 

menjawab permasalahan. Metode induktif yaitu menggunakan pola pikir yang berasal 

dari kenyataan yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan kepada aturan-aturan 

atau teori-teori yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif yaitu menggunakan pola 

pikir yang berasal dari teori-teori atau aturan-aturan yang bersifat umum kemudian 

dikonkritisasi kepada fakta-fakta yang bersifat khusus yang ditemui di dalam penelitian. 

Selanjutnya hasil penelitian ini disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.22  

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mempermudah penulisan serta pemahaman pembaca, maka penulis 

membagi tulisan ini menjadi beberapa bab dimana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub 

bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari enam bagian yang terdiri dari latar 

belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konsepsional, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Ketentuan mengenai keberadaan dan kompetensi Pengadilan Niaga, 

Putusan Kepailitan serta tinjauan yuridis mengenai penundaan kewajiban pembayaran 

utang PKPU). 

 Bab III Data hasil penelitian berupa analisis kasus Putusan Kepailitan Nomor 

03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.jo.No.05/PAILIT/2006/PN.NIAGA. JKT.PST yang 

                                                 
21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2003), hal 13. 
22 Ibid, hal. 11 

Penetapan PKPU..., Andi Setiawan, FH UI, 2008



berisi bahwa Majelis Hakim menerima permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang yang disampaikan oleh PT Argo Pantes Tbk yang disertai dengan pengajuan 

rencana perdamaian berupa debt to equity swap. 

Bab IV Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) dalam kasus PT. Indo Plus dengan PT. Argo Pantes Tbk dan kewenangan 

Pengadilan Niaga dalam mengadili perkara kepailitan dalam kaitannya dengan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Argo Pantes Tbk. 

Bab V Penutup. Merupakan bab terakhir, terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan merupakan uraian akhir yang ditarik penulis dari hasil pembahasan secara 

menyeluruh pada bab-bab sebelumnya, sekaligus merupakan jawaban dari pokok 

permasalahan yang ada pada Bab Pendahuluan. Sementara itu, saran berisi usulan atau 

rekomendasi penulis terhadap topik yang dibahas. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU 

 

A.  Pengadilan Niaga 

      1. Pengertian Pengadilan Niaga 

         Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang secara khusus berwenang 

menangani perkara kepailitan. Hakim Majelis berperan dalam memeriksa dan 

memutus perkara Kepailitan atau PKPU pada tingkat pertama pada pengadilan Niaga. 

Dalam hal menyangkut perkara lain dibidang perniagaan, Ketua Mahkamag Agung 

dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan 

diputus oleh hakim tunggal. Pengadilan Niaga yang pertama kali didirikan di 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 281 Ayat (1) Perpu Nomor 1 

Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 kemudian dinyatakan tetap 

berwenang dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup 

pengadilan Niaga.23 

 

 2. Kewenangan dan Kompetensi Pengadilan Niaga 

Pengadilan Niaga berwenang untuk menerima permohonan kepailitan dan 

PKPU yang meliputi lingkup seluruh wilayah Indonesia.  

Dalam Pasal 300 Ayat (1) UUK, secara tegas dinyatakan : 

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan 

memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan 

yang penetapannya dilakukan dengan Undang-undang. Hal ini berarti Pengadilan 

Niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan 

pernyataan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang 

ditetapkn dengan undang-undang. Salah satu contoh bidang perniagaan yang juga 
                                                 

23 Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 81 
 

Penetapan PKPU..., Andi Setiawan, FH UI, 2008



menjadi kewenangan pengadilan Niaga saat ini adalah persoalan Hak atas Kekayaan 

Intelektual.24  

        

 

B.   Kepailitan 

       1. Pengertian Kepailitan 

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah “pailit” 

berasal dari bahasa Belanda faillet yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata 

benda dan kata sifat. Istilah faillet sendiri berasal dari Perancis yaitu faillite yang 

berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris 

dikenal dengan kata to fail dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut failure. 

Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum istilah faillet mengandung 

unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai 

pengertian itu tidak ada dalam undang-undang. Selanjutnya istilah pailit dalam 

Bahasa Belanda adalah faiyit, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkan 

sebagai paiyit dan faillissement sebagai kepailitan.25  

Kemudian pada negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit 

dan kepailitan mempergunakan istilah bankrupt dan bankruptcy.26 

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah 

suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara 

debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di 

antara para kreditor.27 

R. Subekti berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk 

mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.28 

H. M. N. Puwosutjipto berpendapat bahwa kepailitan adalah segala sesuatu 

yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah keadaan berhenti membayar 

(utang-utangnya).29 
                                                 

24 Ibid, hal. 84. 
25 Ibid, hal. 1 
26 Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1993) Hal. 18 
27 Munir Fuady, Hukum Pailit, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), Hal. 8. 

 
28 R.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Dagang, (Jakarta:Intermasa, 1995), Hal. 2 
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Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary, pailit atau bankrupt adalah ”the 

state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) 
who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a 
person against whom an voluntary petition has been filed, or who has been adjudged 
a bankrupt. 30 

 

Berdasarkan pengertian yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary 

tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan 

untuk membayar dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh 

tempo, ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk 

mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun 

permintaan pihak ketiga.31 

Di dalam kamus hukum dikemukakan bahwa: Pailit diartikan sebagai 

keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah 

orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau permintaan sendiri oleh 

pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan dikuasai oleh balai harta 

peninggalan selaku curtirice (pengampu) dalam usaha kepailitan tersebut untuk 

dimanfaatkan oleh semua kreditor.32 

Di Indonesia pengertian kepailitan itu sendiri tidak disebutkan. Pasal 1 ayat 1 

UUK menyebutkan :  

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar 

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit 

dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih 

krediturnya”.  

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk 

kepentingan semua krediturnya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan 

                                                                                                                                                 
29 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: 

Djambatan,2004), hal. 28 
30 Bryan A. Garner, 1999, Black Law’s Dictionary, West Group, St. Paul, hal. 141. 
31 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, (Jakarta : Raja Grafndo Persada, 1999), 

hal. 11 
32 R. Subekti dan Tjitrosoedibyo,  Kamus Hukum , (Jakarta Pradnya Paramita, 1989), hal. 85. 
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debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka 

masing-masing. Melalui sita umum tersebut dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi 

oleh para kreditur secara sendiri-sendiri. Dengan demikian para kreditur harus 

bertindak secara  bersama-sama (concursus creditorum) sesuai dengan asas 

sebagaimana ditetapkan dalam  Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.33 

Dengan dinyatakan pailit maka seorang debitur pailit tidak memiliki 

kewenangan apapun lagi atas seluruh harta kekayaannya baik yang sudah ada 

maupun yang akan diterimanya selama kepilitan itu berlangsung. Kepailitan itu 

sendiri mencakup :34  

1. Seluruh kekayaan si pailit pada saat dia dinyatakan pailit (dengan beberapa 

pengecualian untuk si pailit perorangan) serta asset-asset yang diperoleh selama 

kepailitannya.  

2. Hilangnya wewenang si pailit untuk mengurus dan mengalihkan hak atas 

kekayaannya yang termasuk harta kekayaan.  

Seluruh kewenangan debitur pailit untuk mengurus seluruh harta kekayaanya 

tersebut selanjutnya beralih kepada kurator. 

 
Garrad Glen menyebutkan Essential of Bankruptcy : Prevention of Fraud, and 

Control of the Debtor. Penjelasannya : A Careful study of bakruptcy involves several 
well worn propositions. First, there is always the fraudulent debtor; and never yet so 
far as human experience goes has it been proper to legislate in bankruptcy matters 
without providing for his case. Next, the idea of bankruptcy includes the concept of a 
debtor who is within the control of the court. And finally there is the point, so helpful 
in the presentation of the other two, that bankruptcy reforms are by no means a 
matter of late dispensation ortwentieth century rhetoric, but on the contrary, all our 
ideas trace back to English legislation of two centuries ago and more..........35 

 

Kata pailit berasal dari bahasa Prancis; failite yang berarti kemacetan 

pembayaran. Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan 

                                                 
33 Fred. BG. Tumbuan, “Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah 

Oleh Perpu No. 1 Tahun 1998”,  Makalah disampaikan dalam lokakarya UU Kepailitan, Jakarta, 3 - 14 
Agustus 1998. 

34 K. Santoso, “Akibat Hukum Kepailitan”, Makalah disampaikan dalam lokakarya Undang-
Undang  Kepailitan, Jakarta, 3 - 14 Agustus 1998. 
 

35 Garrad Glen : Essential of Bankruptcy : Prevention of fraud, and control of the debtor, 23. L. 
Rev. 373, 1937, hal. 1 
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dengan pailit. Menurut Imran Nating, kepailitan diartikan sebagai suatu proses di 

mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar 

utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, 

dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat 

dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam 

Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan 

dengan pailit adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt, dan 

yang aktivitasnya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-

hutangnya.36 

Pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari 

seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan 

tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan 

secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga. Maksud 

dari pengajuan permohonan tersebut sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari 

keadaan tidak mampu membayar.37  

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Debitor yang 

mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang 

yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan 

Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau 

lebih kreditornya. 

Masalah kepailitan sesungguhnya terjadi karena adanya utang piutang antara 

debitor dan kreditor. Permasalahan baru muncul apabila debitor berhenti membayar 

utangnya pada waktu jatuh tempo, baik karena tidak mau membayar maupun karena 

tidak mampu membayar.38  

Sebenarnya bila terjadi keadaan seperti itu terdapat beberapa usaha untuk 

menyelesaikan utang piutang tersebut, yaitu antara lain dengan :39 

1. perdamaian (di luar pengadilan);  

                                                 
36 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis : Kepailitan, ( Jakarta : Rajawali Pers, 

2004), hal. 1 
37 Ibid, hal. 11 

 
38 Erman Radjagukguk, Op. cit., hal 79. 
39 Ibid. 
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2. gugatan melalui pengadilan;  
3. perdamaian di dalam pengadilan;  
4. ditagih individual;  
5. penundaan pembayaran;  
6. perdamaian penundaan pembayaran;  
7. kepailitan; 
8. perdamaian dalam kepailitan.  

   

 2.   Sejarah Peraturan Kepailitan 

Peraturan khusus tentang kepailitan, sudah ada sejak zaman penjajahan 

Belanda, pada awalnya diatur dalam Wetboek van Koophandel (W.v. K). Buku 

ketiga, yang berjudul van vorrzieningen in geval van onvermogen van kooplieden. 

Kemudian peraturan ini dicabut dan diganti pada tahun 1905 dengan 

diundangkannya Faillissementsverordening (S.1905-217) yang dinyatakan mulai 

berlaku tanggal 1 November 1906.40  

Kemudian peraturan ini disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang 

Kepailitan dan akhirnya pada tanggal 9 September 1998 Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-

Undang Kepailitan itu telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1998 Tentang Kepailitan. Kemudian pada tahun 2004 peraturan ini kembali 

disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.41  

Hukum kepailitan di Indonesia yang semula bercirikan Eropa Kontinental 

Sistem dengan Sistem Hukum Anglo Saxon. Jika ditelusuri sejarah hukum tentang 

kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak 

zaman Romawi. Di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang termasuk 

kedalam kelompok negara dengan sistem hukum Anglo Saxon, hukum kepailitan 

diatur dalam Bankruptcy Code Charle Jordan Tabb menjelaskan bahwa :  

 

                                                 
40 Jono, Op. Cit.,, hal. 18 

 
41 Ibid, hal. 23 
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Bankruptcy has permeated our national consciousness and conscience. A 
federal bankruptcy law has been on the books for as long as any but the oldest 
among us has been alive. To most American, bankruptcy probably is synonymous 
with the idea of a discharge from one’s debts. Little wonder, since the United States 
may well have the most liberal discharge laws in the world. The idea of a bankruptcy 
law without a freely available discharge seems unimaginable. Yet, the unimaginable 
is the historical norm. Bankruptcy has been around for almost half a millenium in 
Anglo – American jurisprudence. Yet the discharge as we know it in the United 
States did not exist until the turn of this century. Other civilized countries in the 
world today do not offer overburdened debtors a discharge from their debts at all. 
Even England, the source of our own bankruptcy law, offers debtor a much less 
generous discharge than the United States.42  

 

Dari latar belakang sejarah hukum kepailitan di Amerika Serikat dapat 

disimpulkan bahwa : 

 
The whole idea of finding a deep structure in complicated, historic artifact 

such as the Bankruptcy Code was doomed from the start. Considering the tens of 
thousands of congressmen, judges and lawyers who have contributed to the content 
of bankrupty law, it would have been a miracle if all of them were driven by the same 
ethical impulse every time a legislative decision was made. Legal text are situated in 
history, and just as historical explanation is infinitely complex, so should we expect 
juriprudential explanations to be infinitely complex, based on entropy, anomie, 
conflict, andconfusion, as well as the dictates of logic and reason.43 

 

Dasar umum kepailitan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

khususnya Pasal 1131 dan Pasal 1132. Sedangkan dasar khusus tentang kepailitan di 

Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.44  

Sebagai peraturan pelaksanaan dari UUK ini, pemerintah juga mengeluarkan 

beberapa ketentuan yang merupakan pelaksanaan teknis dari UUK, yaitu : 45 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Permohonan Pernyataan 

Pailit untuk Kepentingan Umum. Peraturan Pemerintah ini memberikan petunjuk 

teknis, mengenai keadaan dimana pihak kejaksaan dapat mengajukan 
                                                 

42 Douglas G. Baird, Cases Problems, and Materials on Bankruptcy, Boston, USA : Little, Brown 
and Company, 1985, hal 21.  
 

43 Henry R. Cheeseman, Business Law, Fourth Edition, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 
2001, hal. 564.  

44 Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, hal.  25 
45 Ibid. 
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permohonan pailit untuk kepentingan umum, serta kejaksaan negeri mana yang 

dapat melakukannya.  

b. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1998 mengenai Perhitungan Jumlah Hak 

Suara Kreditur. Peraturan Pemerintah ini mengatur dua hal utama, pertama 

mengenai hak kreditur yang memiliki piutang samapai dengan Rp. 10.000.000., 

(sepuluh juta rupiah) yang berhak mengeluarkan satu suara, dan apabila terjadi 

kelebihan piutang dari jumlah Rp. 10.000.000., tersebut. Hal kedua adalah 

bagaimanamenetapkan utang yang nilainya tidak dapat ditetapkan secara pasti 

atau ditetapkan dalam valuta asing.  

Demikian beberapa ketentuan baru yang terdapat di dalam UUK yang tidak 

dijumpai dalam Faillisement Verordening. Diaturnya perkara kepailitan dalam suatu 

pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga merupakan sesuatu yang baru 

yang merupakan penerobosan terhadap sistem peradilan yang selama ini ada. 

Sebelum berlakunya UUK, perkara-perkara kepailitan diselesaikan di Pengadilan 

Negeri. Namun setelah keluarnya UUK, dalam Pasal 280 ditegaskan bahwa :46  

a. Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang 

sebagaimana dimaksud dalam Bab Pertama dan Bab Kedua, diperiksa dan  

diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di Lingkungan Peradilan Umum.  

b. Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan 

memutuskan permohonan pernyataan pailitdan penundaan kewajiban pembayaran 

utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang 

perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah..  

 

3.   Syarat-syarat Kepailitan 

           a. Persyaratan Debitor Dapat Dinyatakan Pailit 

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) maka dapat disimpulkan seorang 

debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1)  Debitor Paling Sedikit Memiliki Dua Kreditor Keberadaan dua kreditor 

merupakan syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan (UUK) 

                                                 
46 Indonesia, Op. Cit., Pasal 280  
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ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata bahwa harta kekayaan debitor harus 

dibagi secara adil kepada setiap kreditor.  

2)  Debitor Paling Sedikit Tidak Membayar Satu Utang Kepada Salah Satu 

Kreditor Pengertian keadaan berhenti membayar utang-utang harus diartikan 

sebagai suatu keadaan bahwa debitor tidak membayar utangnya yang 

seharusnya dia bayar. Apabila dia baru satu kali tidak membayar, maka dia 

belum dapat dikatakan suatu keadaan berhenti membayar. Keadaan berhenti 

membayar adalah adanya lebih dari satu kali tidak membayar, keadaan ini 

merupakan syarat mutlak untuk pernyataan pailit. 

3)  Utang yang Belum Dibayar Telah Jatuh Waktu dan Sudah Dapat Ditagih 

Utang jatuh waktu dan dapat ditagih memiliki pengertian yang berbeda. 

Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat 

ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu utang yang telah 

jatuh waktu. Utang dikatakan jatuh waktu apabila telah sampai jadwal 

waktunyan untuk dilunasi oleh debitor. Suatu utang sekalipun waktunya 

belum tiba, tetapi mungkin saja utang itu dapat ditagih karena terjadi 

wanprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.47 

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan 

Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di 

bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Debitor yang 

mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu 

utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan 

Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau 

lebih kreditornya. 

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, maka syarat-syarat 

yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :48 

                                                 
47 Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Kepailitan,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 

hal. 27-30. 
48 Ibid. 
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1) Adanya utang; 

2) Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo; 

3) Minimal satu dari utang dapat ditagih; 

4) Adanya debitor; 

5) Adanya kreditor; 

6) Kreditor lebih dari satu; 

7) Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan 

“Pengadilan Niaga”; 

8) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang; 

9) Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang Undang 

Kepailitan; 

Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim harus “menyatakan pailit”, bukan “dapat 

menyatakan pailit”, sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang 

untuk memberikan “judgement” yang luas seperti pada perkara lainnya. 

 

b. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. 

1) Debitor  

Debitor yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya harus dapat 

mengemukakan dan membuktikan bahwa debitor memiliki lebih dari satu 

kreditor, selain itu debitor harus dapat membuktikan bahwa debitor tidak 

membayar Utang kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.49 

 

2) Kreditor 

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan (UUK) dinyatakan 

bahwa salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan 

pailit adalah seorang kreditor atau lebih sepanjang debitor memiliki dua atau 

lebih kreditor dan tidak membayar utangnya.50 

 

3) Kejaksaan untuk Kepentingan Umum 

                                                 
49 Indonesia, Op. Cit., Pasal 1 
50 Ibid, Pasal 2 ayat (1) 
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Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk 

kepentingan umum, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 

Kepailitan (UUK), yang dimaksud dengan kepentingan umum disini adalah 

kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas misalnya: 

a. debitor melarikan diri; 

b. debitor menggelapkan bagian harta kekayaan; 

c. debitor mempunyai utang pada BUMN atau badan usaha lain yang 

menghimpun dana dari masyarakat; 

d. debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari 

masyarakat luas; 

e. debitor tidak beritikat baik atau kooperatif dalam menyelesaikan masalah 

utang piutang yang telah jatuh tempo atau telah jatuh waktu; dan 

f. dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.51 

 

4) Bank Indonesia 

Pengajuan permohonan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan 

kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian 

kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.52 

 

5) Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM) 

Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh 

dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi 

yang berada dibawah pengawasannya seperti Bank Indonesia.53 

 

6) Menteri Keuangan 

Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan 

reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di 

bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat 

                                                 
51 Ibid, Pasal 2 ayat (2) 
52 Ibid, Pasal 2 ayat (3) 
53 Ibid, Pasal 2 ayat (4) 
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diajukan oleh menteri keuangan. Permohonan pernyataan pailit harus 

diajukan oleh Menteri Keuangan apabila debitor adalah Perusahaan 

Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik 

Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Dalam penjelasan 

Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa 

Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi 

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada 

Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan 

Reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga 

pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam 

pembangunan dan kehidupan perekonomian. Kemudian Kewenangan untuk 

mengajukan pailit bagi Dana Pensiun, sepenuhnya ada pada Menteri 

Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap Dana Pensiun, mengingat Dana Pensiun mengelola 

dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari 

peserta yang banyak jumlahnya. 

Permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan tersebut harus melalui advokat 

yang telah memiliki izin praktik beracara. Namun, apabila permohonan 

pernyataan pailit diajukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar 

Modal, dan Menteri Keuangan, tidak diperlukan advokat.54 

 

c.   Pihak yang dapat Dinyatakan Pailit 

             Setiap orang dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Debitur 

secara sumir terbukti memenuhi syarat di atas dapat dinyatakan pailit, baik 

debitor perorangan maupun badan hukum.55 Menurut Imran Nating, pihak 

yang dapat dinyatakan pailit antara lain : 

1). Orang Perorangan 

                                                 
54 Ibid, Pasal 2 ayat (5) 

 
55 Ibid, Pasal 2 
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            Baik laki-laki maupun, menjalankan perusahaan atau tidak, yang 

telah menikah maupun yang belum menikah. Jika permohonan pernyataan 

pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, 

permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau 

istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada pencampuran harta.56 

 

2). Harta Peninggalan (Warisan) 

           Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan 

pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada 

dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada 

pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar 

utangnya. Dengan demikian, debitor yang telah meninggal dunia masih saja 

dinyatakan pailit atas harta kekayaannya apabila ada kreditor yang 

mengajukan permohonan tersebut. Akan tetapi permohonan tidak ditujukan 

bagi para ahli waris. Pernyataan pailit harta peninggalan berakibat demi 

hukum dipisahkan harta kekayaan pihak yang meninggal dari harta 

kekayaan para ahli waris dengan cara yang dijelaskan dalam Pasal 1107 

KUH Perdata. Permohonan pailit terhadap harta peninggalan, harus 

memperhatikan ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Kepailitan, yang 

mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan paling lambat 

90 (sembilan puluh) hari setelah debitor meninggal.57 

 

3). Perkumpulan Perseroan (Holding Company) 

            Undang-Undang Kepailitan tidak mensyaratkan bahwa permohonan 

kepailitan terhadap holding company dan anak-anak perusahaannya harus 

diajukan dalam satu dokumen yang sama. Permohonan-permohonan selain 

dapat diajukan dalam satu permohonan, juga dapat diajukan terpisah sebagai 

dua permohonan.58 

                                                 
56 Imran Nating, Hukum Kepailitan (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002) hal. 42 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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4). Penjamin (Guarantor) 

            Penanggungan utang atau borgtocht adalah suatu persetujuan dimana 

pihak ketiga guna kepentingan kreditor mengikatkan dirinya untuk 

memenuhi kewajiban debitor apabila debitor yang bersangkutan tidak dapat 

memenuhi kewajibannya.59 

 

5).Badan Hukum 

            Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal 

dengan sebutan rechtsperson, dan dalam kepustakaan Common Law 

seringkali disebut dengan istilah legal entity, juristic person, atau artificial 

person. Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya 

manusia. Badan hukum kehilangan daya pikir, kehendaknya, dan tidak 

mempunyai central bewustzijn.  

            Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum 

sendiri. Ia harus bertindak dengan perantara orang (natuurlijke personen), 

tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri 

melainkan untuk dan atas nam pertanggungan gugat badan hukum. Pada 

badan hukum selalu diwakili oleh organ dan perbuatan organ adalah 

perbuatan badan hukum itu sendiri. Organ hanya dapat mengikatkan badan 

hukum, jika tindakanya masih dalam batas dan wewenang yang telah 

ditentukan dalam anggaran dasar.60 

 

6). Perkumpulan Bukan Badan Hukum 

            Perkumpulan yang bukan berbadan hukum ini menjalankan suatu 

usaha berdasarkan perjanjian antaranggotanya, tetapi perkumpulan ini bukan 

merupakan badan hukum, artinya tidak ada pemisahan harta perusahaan dan 

harta kekayaan pribadi, yang termasuk dalam perkumpulan ini antara lain : 

    (a) Maatscappen (persekutuan perdata); 

                                                 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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    (b) Persekutuan firma; 

    (c) Persekutuan komanditer.61 

           Oleh karena bukan badan hukum, maka hanya para anggotanya saja 

yang dapat dinyatakan pailit. Permohonan pailit terhadap Firma dan 

Persekutuan Komanditer harus memuat nama dan tempat kediaman masing-

masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang 

Firma. 

 

7). Bank 

             Undang-Undang Kepailitan dan PKPU membedakan antara debitur 

bank dan bukan bank. Pembedaan tersebut dilakukan dalam hal siapa yang 

dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Apabila debitur adalah 

bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank 

Indonesia, karena bank sarat dengan uang masyarakat yang harus 

dilindungi. 

 

8).Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan         

Penjaminan,Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian           

    Sebagaimana bank, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga 

membedakan perusahaan efek dengan debitur lainnya. Jika menyangkut 

debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 

Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan 

pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. 

Badan ini dikecualikan oleh Undang-Undang karena lembaga ini 

mengelola dana masyarakat umum.62 

 

 

  

   4. Akibat Kepailitan 

                                                 
61 Ibid. 
62 Ibid. hal 44 
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Menurut Sutan Remy Sjahdeini, secara umum akibat pernyataan pailit 

adalah sebagai berikut :63 

a. Kekayaan debitor pailit yang masuk ke dalam harta pailit merupakan sitaan 

umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. 

b. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri 

pribadi debitor pailit. 

c. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengururs dan menguasai 

kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diusapkan. 

d. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak 

dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit. 

e. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditor dan 

debitor, sedangkan Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan 

jalannya kepailitan. 

f. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan 

oleh atau terhadap kurator. 

g. Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan untuk mendapatkan pelunasan 

suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama 

kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan. 

h. Kreditor yang dijamin dengan Hak Gadai, Hak Fidusia, Hak Tanggungan, 

atau hipotek dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada 

kepailitan. 

i. Hak eksekutif kreditor yang dijamin dengan hak-hak di atas serta pihak 

ketiga, untuk dapat menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor 

pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk waktu 90 hari setelah 

putusan pailit diucapkan. 

Kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitor untuk mengurus segala 

harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (boedel pailit). Perlu 

diketahui bahwa putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitor 

kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (volkomen 

                                                 
63 Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, hal.  29 
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handelingsbevoegd) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau 

kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja.64  

Kewenangan debitor itu selanjutnya diambil alih oleh kurator. Ketentuan 

tersebut berlaku sejak diucapkanya putusan pernyataan pailit. Kepailitan ini 

meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan 

serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sesudah pernyataan pailit 

tersebut maka segala perikatan yang dibuat debitor dengan pihak ketiga tidak 

dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut 

mendatangkan kuntungan bagi harta pailit atau dapat menambah harta pailit.65  

Oleh karena itu gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk 

memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang 

secara langsung diajukan kepada debitor pailit, hanya dapat diajukan dalam 

bentuk laporan untuk pencocokan atau rapat verifikasi. Segala tuntutan mengenai 

hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau 

terhadap kurator. Begitu pula mengenai segala eksekusi pengadilan terhadap harta 

pailit. Eksekusi pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang 

telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan, kecuali eksekusi itu sudah 

sedemikian jauh hingga hari pelelangan sudah ditentukan, dengan izin hakim 

pengawas kurator dapat meneruskan pelelangan tersebut.66 

Kepailitan mempunyai banyak akibat yuridis. Munir Fuady mencatat ada 

41 akibat yuridis dari suatu kepailitan atau akibat hukum yang terjadi jika debitor 

dinyatakan pailit. Akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan dua 

metode pemberlakuan, yaitu:67 

a) Berlaku Demi Hukum 

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (by the operation of law) 

segera setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah 

berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, 

curator, kreditor, dan siapa pun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat 

                                                 
64 Ibid. 
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66 Ibid. 
67 Munir Fuady, Kepailitan (Bandung: Citra Aditya Sakti, 1999), hal. 65     
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memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. 

Misalnya, larangan bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya. 

 

b) Berlaku Rule of Reason 

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku Rule of Reason. 

Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan 

tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah 

mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti 

mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya 

kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain.68  

 

       5.  Berakhirnya Kepailitan 

Suatu kepailitan pada dasarnya bisa berakhir, ada beberapa macam cara 

berakhirnya kepailitan :69 

a. Setelah adanya perdamaian (akkoord), yang telah dihomologasi dan 

berkekuatan hukum tetap. 

        Sebagaimana diketahui bahwa apabila dalam kepailitan diajukan rencana 

perdamaian, maka jika nantinya perdamaian tersebut disetujui secara sah akan 

mengikat, baik untuk kreditor yang setuju, kreditor yang tidak setuju, maupun 

untuk kreditor yang tidak hadir dalam rapat. Dengan diucapkanya perdamaian 

tersebut, berarti telah ada kesepakatan di antara para pihak tentang cara 

penyelesaian utang. Akan tetapi persetujuan dari rencana perdamaian tersebut 

perlu disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi. 

Apabila Pengadilan menolak pengesahan perdamaian karena alasan yang 

disebutkan dalam undang-undang maka pihak-pihak yang keberatan dapat 

mengajukan kasasi. Setelah putusan perdamaian tersebut diterima dan 

mempunyai kekuatan hukum tetap maka proses kepailitan tidak perlu 

dilanjutkan lagi. 
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69 Ibid, hal. 88 
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b. Insolvensi dan pembagian 

        Kepailitan bisa berakhir segera setelah dibayar penuh jumlah piutang-

piutang terhadap para kreditor atau daftar pembagian penutup memperoleh 

kekuatan yang pasti. Akan tetapi bila setelah berakhirnya pembagian ternyata 

masih terdapat harta kekayaan debitor, maka atas perintah Pengadilan Niaga, 

kurator akan membereskan dan mengadakan pembagian atas daftar-daftar 

pembagian yang sudah pernah dibuat dahulu.  

 

c. Atas saran kurator karena harta debitor tidak cukup. 

        Apabila ternyata harta debitor ternyata tidak cukup untuk biaya pailit atau 

utang harta pailit, maka kurator dapat mengusulkan agar kepailitan tersebut 

dicabut kembali. Keputusan untuk mencabut kepailitan ini dibuat dalam bentuk 

ketetapan hakim dan diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum. 

 

d. Pencabutan atas anjuran Hakim Pengawas 

        Pengadilan Niaga atas anjuran dari Hakim pengawas dapat mencabut 

kepailitan dengan memperhatikan keadaan harta pailit. Dalam memerintahkan 

pengakiran kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga juga menetapkan biaya 

kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibebankan terhadap debitor. Terhadap 

penetapan biaya dan imbalan jasa tersebut, tidak dapat diajukan kasasi dan untuk 

pelaksanaanya dikeluarkan Fiat Eksekusi. 

 

e. Putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. 

        Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga berlaku secara serta merta. Dengan 

demikian sejak saat putusan pailit maka status debitor sudah dalam keadaan pailit. 

Akan tetapi, putusan pailit dapat diajukan upaya hukum, yaitu kasasi atau 

peninjauan kembali terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap.  

Dalam proses kepailitan tidak dimungkinkan upaya banding. Hal tersebut 

diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang 

menyatakan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas 

permohonan atas pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.  
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        Apabila pada tingkat kasasi ternyata putusan pernyataan pailit itu dibatalkan, 

maka kepailitan bagi debitor juga berakhir. Namun, segala perbuatan yang telah 

dilakukan kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan 

tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung, tetap sah. Setelah menerima 

pemberitahuan tentang pembatalan putusan pernyataan pailit itu, selanjutnya 

kurator wajib mengiklankan pembatalan tersebut dalam surat kabar. Dengan 

pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut, perdamaian yang telah terjadi 

hapus demi hukum. 

 

 

C.   Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

Penundaan kewajiban pembayaran hutang diatur pada Bab II UUK, yang 

merupakan prosedur hukum yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak 

dapat atau memperkirakan bahwa tidak akan dapat melanjutkan utang-utang yang 

sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban 

pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang 

meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur 

konkuren.70   

PKPU adalah wahana Juridis Ekonomis yang disediakan bagi debitur untuk 

menyelesaikan kesulitan finansialnya agar dapat melanjutkan kehidupannya. 

Sesungguhnya PKPU adalah suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya 

bermuara pada likuidasi harta kekayaan debitur. Bagi perusahaan, PKPU bertujuan 

memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitur membuat laba. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa PKPU bertujuan menjaga jangan sampai debitur, 

yang karena suatu keadaan semisal keadaan tidak likuid dan sulit mendapat kredit 

dinyatakan pailit, sedangkan kalau debitur tersebut diberi waktu dan kesempatan, 

besar harapan debitor akan dapat membayar utangnya. Putusan pailit dalam keadaan 

tersebut di atas akan berakibat pengurangan nilai perusahaan dan ini akan merugikan 

para kreditur. PKPU bukan dimaksudkan untuk kepentingan debitur semata, juga 

                                                 
70 Ellyana S, Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada Penundaan 

Kewajiban Pembayaran, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 3-14 
Agustus 1998. hal. 21 

Penetapan PKPU..., Andi Setiawan, FH UI, 2008



untuk kepentingan para krediturnya khususnya kreditur konkuren. Dengan 

diberikannya waktu dan kesempatan, debitur nelalui reorganisasi usahanya dan atau 

restrukturisasi utang-utangnya dapat melanjutkan usahanya.71  

 

1.  Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan PKPU 

PKPU diatur  dalam Pasal 222 s.d. pasal 294 UU kepailitan. PKPU ini 

sangat berkaitan erat dengan ketidak mampuan membayar  (insolvensi) dari 

debitur terhadap utang-utangnya kepada kreditor. PKPU dapat diajukan oleh:72 

a. Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor; atau debitur yang tidak 

dapat atau memperkirakan tidak dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan 

maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran 

pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditor. 

 

b. Kreditor 

Yang dimaksud kreditor dalam hal ini adalah kreditor konkuren dan 

kreditor preferen (kreditor yang didahulukan). Kreditor yang memperkirakan 

bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh 

tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi PKPU, 

untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi 

tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya. 

 

c.    Pengecualian : Debitur Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring, 

Dan penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan 

Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik 

Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. 

                   1). Dalam hal Debiturnya adalah bank, maka permohonan PKPU hanya dapat 

diajukan oleh Bank Indonesia. 

                   2). Dalam hal debiturnya adalah perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga 

Kliring dan penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, 
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permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan pengawas pasar 

modal.  

                  3).  Dalam hal Debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan 

Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang 

bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan PKPU hanya dapat 

diajukan oleh menterikeuangan. 

 

 

2. Permohonan PKPU Dan Permohonan Pernyataan Pailit. 

       Pada dasarnya, pemberian PKPU kepada Debitur dimaksudkan agar 

debitur yang berada dalam keadaan insolvensi, mempunyai kesempatan untuk 

mengajukan rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang 

secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya ataupun melakukan 

restrukturisasi (penjadwalan ulang) atas utangnya. Oleh karena itu, PKPU 

merupakan kesempatan bagi debitur untuk melunasi atau melaksanakan 

kewajibannya atas utang-utang agar debitur tidak sampai dinyatakan pailit, 

undang-undang secara tegas menyatakan bahwa selama PKPU berlangsung, maka 

terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit.73  

Dalam hal ada permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU yang 

diajukan dan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka pengadilan niaga wajib 

memberikan putusan terlebih dahulu atas permohonan PKPU dibandingkan 

dengan permohonan pernyataan pailit. Adapun dalam hal permohonan PKPU 

yang diajukan setelah adanyapermohonan pernyataan pailit  yang telah 

diajukanterhadap debitur, maka agar permohonan pkpu tersebutharus diajukan 

pada siding pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal ini 

diatur dalam pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU Kepailitan.74 

 

3.  Prosedur Dan Tata Cara Permohonan PKPU 
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      Permohonan PKPU harus diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di 

daerah tempat kedudukan hukum debitur dengan ketentuan:  

a. Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Negara republik Indonesia, 

pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU 

adalah pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan 

PKPU adalahpengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 

hukum terakhir debitur. 

b. Dalam hal debitur adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang 

memutuskan. 

c. Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah Negara republik Indonesia 

tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik 

Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang 

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur 

menjalankan profesi atau usahanya diwilayah Negara republik Indonesia. 

d. Dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya 

adalah sebagaimana dimaksud anggaran dasarnya.75 

 

     Pada surat permohonan PKPU tersebut ditandatangani oleh pemohon dan 

oleh advokatnya harus diperhatikan ketentuan : 

1. dalam hal pemohonnya adalah debitur, pemohon PKPU harus disertai daftar 

yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti 

secukupnya. 

2. dalam hal pemohonnya adalah kreditor, maka pengadilan niaga wajib 

memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 

(tujuh) hari sebelum sidang. Pada sidang tersebut, debitur wajib mengajukan 

daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat 

bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian. 

3. Pada surat permohonantersebut dapat dilampirkan rencana perdamaian. Surat 

permohonan PKPU beserta lampirannya (bila ada) harus disediakan di 
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kepaniteraan pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-

cuma. Paniterapengadilan niaga mendaftarkan surat permohonan PKPU 

tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan 

kepadapemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh 

penjabat yang berwenangdengan tanggal yang sama dengan tanggal 

pendaftaran. Kemudian panitera menyampaikan permohonan PKPU tersebut 

kepada Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal 

permohonan tersebut didaftarkan.76 

 

4. Jenis PKPU 

Dalam putusan PKPU terdapat 2 (dua) tahap:77 

a. PKPU Sementara  

Pengadilan Niaga harus mengabulkan. Diberikan untuk jangka waktu 

maksimum 45 hari.  

       

            b.  PKPU Tetap  

    PKPU Tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari, apabila 

pada hari ke 45 atau hari rapat kreditur tersebut belum dapat memberikan suara 

mereka terhadap rencana tersebut.  

Penundaan kewajiban pembayaran utang atau dikenal juga dengan istilah 

moratorium adalah suatu istilah hukum yang digunakan untuk menunjukkan keadaan 

seorang debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran utangnya. Sedangkan 

pailit atau bangkrut adalah suatu istilah hukum yang menunjukkan adanya 

pengawasan pengadilan atas suatu perusahaan yang mengalami moratorium atau 

gagal bayar. 

 

Jenis kelalaian  

Kelalaian ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu:  

                                                 
76 Ibid. 
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1. Gagal bayar, terjadi apabila si peminjam tidak mampu untuk melaksanakan 

pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati baik atas bunga 

maupun atas utang pokok.   

2. Kelalaian teknis, terjadi apabila suatu larangan yang menjadi persyaratan utang 

dilanggar. Persyaratan ini misalnya berupa ketentuan atas batasan tertentu dari 

modal atau rasio keuangan, modal kerja maupun pembatasan tindakan hukum 

perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur seperti penjualan 

aset, pembayaran deviden, merger, dll.78 

 

Pada kebanyakan perjanjian utang (termasuk utang perusahaan, KPR, 

pinjaman bank), utang pokok dapat dengan seketika menjadi jatuh tempo 

pembayarannya apabila terjadi gagal bayar. Dan umumnya, apabila seorang debitur 

mengalami gagal bayar atas suatu utang kepada kreditur manapun juga maka dalam 

perjanjian yang mengandung ketentuan mengenai "gagal silang" atau lebih dikenal 

dalam dunia keuangan dengan istilah persyaratan "cross default" seketika itu juga 

seorang debitur akan dinyatakan juga gagal bayar atas utang lainnya. 

Dalam hal terjadinya gagal bayar ini maka kreditur biasanya akan segera 

memproses kegagalan tersebut dengan proses hukum yang berlaku (misalnya 

mengajukan gugatan kepailitan atau permohonan eksekusi penyitaan jaminan) guna 

mengamankan hak kreditur dalam menagih pelunasan utang tersebut. Debitur asing 

seperti misalnya suatu negara, pada umumnya tidak dapat digugat di pengadilan 

untuk dinyatakan pailit berdasarkan jurisdiksi hukum yang berlaku dinegara tersebut 

sehinga dengan demikian gagal bayar tersebut tidak memiliki sanksi hukum.79 

 

5. Berakhirnya PKPU 

PKPU dapat diakhiri atas permintaan hakim pengawas, satu atau lebih kreditor, 

atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal: 

a. Debitor selama waktu PKPU bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan 

pengurusan terhadap hartanya, 
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b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya, 

c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 Ayat (1) UUK, 

d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh 

Pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, 

e. Selama PKPU harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan 

PKPU,  

f. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap 

kreditor pada waktunya.80 

                                                 
80 Ibid, hal. 181 
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BAB III 

DATA HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Pengadilan Niaga dalam Hukum Kepailitan dan Pemutusan PKPU PT. Argo 
Pantes Tbk. 

Dengan terbentuknya pengadilan niaga, maka praktek hukum kepailitan di 

Indonesia telah memasuki suatu babak baru. Akan tetapi, di lain pihak kegiatan yang 

berkenaan dengan kepailitan tidak setiap harinya di pengadilan niaga ditopang oleh 

konsep-konsep teori hukum yang jelas. Sehingga yang memberi kontribusi terhadap 

perkembangan hukum kepailitan dewasa ini bukan hanya perundang-undangan di 

bidang kepailitan, melainkan juga faktor kebiasaan dalam praktek dan yurisprudensi.  

Pengadilan Niaga memiliki kompetensi dalam mengadili perkara kepailitan 

dan PKPU PT. Argo Pantes Tbk, hal ini karena pengadilan Niaga merupakan 

pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan umum yang dispesialisasikan 

tugasnya. Dalam Undang-Undang Kepailitan, dasar kewenangan Pengadilan Niaga 

mengadili perkara kepailitan adalah Pasal 1 angka 7 yang berbunyi:” Pengadilan 

adalah Pengadilan Niaga dalam lingkup peradilan umum.81 

Daerah hukum Pengadilan Niaga yang dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat adalah untuk seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan pengadilan niaga 

                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
81 Indonesia. Op. Cit., Pasal 1 angka (7). 
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lainnya akan dibentuk secara bertahap dengan Keppres dengan memperhatikan 

kebutuhan dan kesiapan sumber daya manusia yang diperlukan.82  

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga adalah HIR. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan Pasal 299 UUK yang menyatakan: kecuali ditentukan lain dalam 

undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. 

Dalam hukum acara perdata yang berlaku dikenal bentuk pengajuan gugatan dan 

permohonan. Dalam proses gugatan menghasilkan putusan, sedangkan dalam proses 

permohonan menghasilkan penetapan. 83 

Bentuk acara di Pengadilan Niaga dapat dibilang unik, karena pengajuannya 

berupa permohonan yang menghasilkan putusan. Pemeriksaan permohonan 

pernyataan pailit dan permohonan PKPU dilaksanakan di Pengadilan Niaga, 

sedangkan upaya hukum terhadap putusan pernyataan pailit dan permohonan PKPU 

adalah kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan alasan adanya 

bukti baru yang bersifat menentukan dan atau adanya kesalahan berat dalam 

penerapan hukum. Baik dalam Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung, 

perkara ditangani oleh Majelis Hakim. Pada Mahkamah Agung akan dibentuk 

Majelis Hakim khusus untuk menangani perkara permohonan kepailitan dan perkara 

permohonan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.84  

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) dalam kasus PT. Indo Plus dengan PT. Argo Pantes, dalam persidangan 

kasus ini berisi mengenai, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dinilai telah melanggar 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pihak PT. Indo Plus. Dalam hal ini, 

penggugat (Indo Plus) mengajukan kasasi dan mempertimbangkan pengaduan 

majelis hakim ke Komisi Yudisial (KY).  

Dasar dari gugatan pailit yang diajukan oleh Indo Plus terhadap PT Argo 

Pantes Tbk. yang terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 

                                                 
82 Ibid, Pasal 300 ayat (2) 
83 Ibid, Pasal 299 
84 Crista Raditya Yuki, “Aspek Hukum Kepailitan dan Pengadilan Niaga di Indonesia,” Skripsi 

sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1999, hal. 54 
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Februari 2006. Dasar penagihan utang Indo Plus kepada debitur adalah berdasarkan 

facility agreement relating to a term loan facility dengan fasilitas pinjaman maksimal 

adalah sebesar US$ 30 juta tertanggal 8 Mei 1996, dengan jatuh tempo 8 Mei 1998 

dan transferable loan facility agreement dengan fasilitas pinjaman maksimal sebesar 

US$ 42 juta tertanggal 25 Oktober 1996, dengan tanggal jatuh tempo 25 Oktober 

1999. Dalam pengajuan permohonan pailit ini, Indo Plus dapat membuktikan bahwa 

utang Debitur telah jatuh tempo yaitu pada tanggal 8 Mei 1998 dan 25 Oktober 1999 

sehingga dapat ditagih dan debitur mempunyai lebih dari satu kreditur, yaitu PT Alfa 

Goldland Realty, PT Lawe Adyaprima Spinning Mills, PT Sugih Brother, PT Daya 

Manunggal, PT Bank Mandiri (Persero) Singapore, PT Bank Mandiri (Persero) 

Jakarta, Maximus Capital Pte Limited, Amroc Investment Asia Limited, PT Alpha 

Sekuritas Indonesia dan PT Putra Mandiri Finance. 

Pihak Indo Plus menyayangkan tindakan Majelis Hakim yang menerima PKPU 

dalam persidangan tersebut. Meskipun beberapa kreditor Argo Pantes sepakat 

dengan Proposal Perdamaian (Final) dari pengurus kepailitan tersebut yang disebut 

sebagai Proposal Perdamaian tanggal 11 April 2006, akan tetapi pihak Indo Plus dan 

Deustche Bank selaku kreditor tak menyetujuinya. Dan hasil putusan Majelis Hakim 

di Pengadilan Niaga salah satunya adalah menyatakan sah dan mengikat Perjanjian 

Perdamaian tertanggal 17 April 2006 beserta lampirannya berupa Rencana 

Perdamaian Final PT. Argo Pantes Tbk tanggal 11 April 2006. 

Menurut pihak Indo Plus, Majelis Hakim melanggar Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU), karena pemanggilan terhadap pihak kreditor belum ada tetapi sudah 

diputuskan Hakim bahwa Majelis Hakim dalam persidangan mengabulkan 

permohonan PKPU dari PT. Argo Pantes. Menurut pihak Indo Plus sebaiknya dibuka 

persidangan lain sesuai dengan Pasal 255 ayat 4 UU Kepailitan untuk kreditur yang 

tidak sepakat dengan penundaan pembayaran utang, akan tetapi Majelis Hakim tidak 

melakukan persidangan lain dan telah memutuskan menerima PKPU.   

Terhadap putusan tersebut, Indo Plus mengajukan kasasi dan 

mempertimbangkan pengadukan ke Komisi Yudisial. Kuasa hukum Indo Plus, 

Robertus Billitea melakukan upaya hukum yakni pengajuan kasasi terhadap putusan 
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hakim di Pengadilan Niaga tersebut. Pihak Indo Plus mengetahui kalau kasasi tidak 

dimungkinkan dalam perkara pailit. Akan tetapi, ini jelas ada pelanggaran hukum 

acara.   

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan 

memutuskan perkara permohonan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut : THE NICHOLAS dan 

SJAMBIRI LIOE masing-masing dalam jabatannya selaku direktur Utama dan 

Direktur, dari dan oleh karena itu bertindak untuk atas nama PT. ARGO PANTES, 

Tbk, berkedudukan di jakarta, beralamat di Wisma Argo Manunggal lantai 14, jalan 

Gatot Subroto Kav. 22 jakarta Selatan 12930; dan OSCAR SAGITA,SH., FORYU 

FILLMOREMS, SH., dan DAKILA E. PATTIPEILOHY, SH., Para advokat yang 

berkantor pada kantor hukum Cakra & Co., beralamat di Gedung World Trade 

Centre lantai 13, jalan Jendral Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan 12920, dalam hal 

ini bertindak sebagai kuasa hukum PT. Argo Pantes, Tbk., berkedudukan di jakarta, 

beralamat di Wisma Argo Manunggal Lantai 14, Jalan Gatot Subroto Kav.22 Jakarta 

Selatan 12930, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa 

hukumnya.  

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara 

sebagaimana yang dimuat dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 3 

Maret 2006 No. 3/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo. 

No.05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST., dalam putusan tentang pokok perkara 

yang amarnya berbunyi sebagai berikut: memutuskan : Mengabulkan permohonan 

PEMOHON PKPU/PT. ARGO PANTES, Tbk.; Menetapkan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari, terhitung 

sejak putusan ini diucapkan; Menunjuk : Sdr. EDY TJAHJONO, SH., M.Hum., 

hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sebagai Hakim 

Pengawas; Mengangkat Sdr. LUCAS, SH., CN. Beralamat di LAW Firm LUCAS, 

SH. & PARTNERS, Wisma Mettropolitan I Lantai 14 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 

29- 31 Jakarta 12920 yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan 

Nomor : C.Ht.05.15-21, sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban 

Pembayaran utang PEMOHON PKPU/PT. ARGO PANTES, Tbk. 
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Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitur dan para Kreditur yang 

dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam persidangan 

pada hari yang ditetapkan dalam amar pada angka 5 di atas. Menetapkan imbalan 

jasa bagi pengurus akan ditentukan setelah penundaan kewajiban pembayaran utang 

(PKPU) berakhir, menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai dengan 

berkhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

Adapun para kreditor dari PT. Argo Pantes adalah sebagai berikut: 

1. PT. Bank Mandiri, Tbk. Diwakili oleh kuasanya Eddy Muliantoro, M. Sigit 

Yuniarsi dan Farid Luthfi,  

2. Maximus Capital Pte. Ltd., diwakili oleh kuasa hukumnya Yuhelson, SH.;  

3. Amroe Investments Asia Limited, diwakili oleh kuasa hukumnya Sony R 

Wicaksana, SH., LL.M.;  

4. PT.alfa securities, diwakili oleh kuasa hukumnya Sony R. Wicaksana, 

SH.,LL.M,;  

5. PT.Putra Mandiri Finance oleh Presiden Direkturnya Anthiny Wijoto;  

6. Deutsche Bank AG Jakarta, diwakili oleh kuasa hukumnya Daniel Lubis, SH., 

LL.M;  

7. Greylock Global Opportunity Master Fund Ltd., Diwakili kuasa hukumnya 

Yuhelson, SH.;  

8. Finansa Fund Management, Diwakili oleh kuasa hukumnya Maudy Kirana, SH.;  

9. Indoplus B.V., diwakili oleh kuasa hukumnya Robertus Bilitea, SH. Dan Savitri 

K., SH.;  

10. Greylock Global Distressed Mster Fund Ltd., diwakili oleh kuasa hukumnya 

Yuhelson, SH.;  

11. Argo Pante Finance B.V., diwakili oleh kuasa hukumnya Sony R. Wicaksana, 

SH., LL.M.;  

12. PT. Daya Manunggal, diwakili oleh kuasa hukumnya tommi S. Siregar, SH, 

LL.M.;  

13. PT. Sugih Broters, diwakili oleh kuasa hukumnya Tommi S. Siregar, SH, LL.M.; 

14. PT.Lawe Adyaprima, diwakili oleh kuasa hukumnya Tommi S. Siregar, SH, 

LL.M.;  
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15. PT. Alfa Goldland Reality, diwakili oleh kuasa hukumnya Tommi S. Siregar, SH, 

LL.M.; 

Majelis Hakim yang diketuai Sudrajat Dimyati memutuskan bahwa pengadilan 

menyetujui penundaan pembayaran utang oleh Argo Pantes karena sebagian besar 

dari 15 kreditur sepakat penundaan. Namun, disebutkan pula bahwa dalam waktu 

yang disepakati ternyata Argo Pantes tidak juga dapat membayar hutangnya, 

sehingga gugatan pailit dapat diajukan kembali oleh salah satu kreditur.  

Sehubungan dengan putusan dari Pengadilan Niaga tersebut di atas, pihak 

kreditor Deutsche Bank dan Indo Plus B.V (pemohon kasasi) mengajukan kasasi ke 

Mahkamah Agung dengan alasan bahwa : 

1. Proses PKPU telah dilaksanakan dengan tidak memperhatikan asas 

keseimbangan dan asas keadilan.  

Dalam hal ini, Judex facti tidak memberikan waktu yang cukup kepada 

kreditor-kreditor yang bersikap abstain (dalam hal ini adalah pemohon kasasi dan 

PT. Putra Mandiri Finance) dan kreditor yang bersikap menolak (dalam hal ini 

adalah Indo Plus B.V.) dalam pemungutan suara atas rencana perdamaian final 

untuk memberikan alas an-alasan sehubungan dengan sikap-sikap tersebut 

sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) UUK.  

Dalam hal tersebut di atas, PT. Putra Mandiri Finance dan Indo Plus B.V 

menyatakan bagaimana mereka dapat menyampaikan alasan-alasan atas 

penolakan terhadap rencana perdamaian final jika Rapat Permusyawaratan Hakim 

dimulai kurang dari 2 (dua) jam sejak pemungutan suara diambil dan ditutup 

dalam waktu kurang dari 1 (satu) jam, hal ini menjadi pertanyaan para kreditor, 

mengapa pemungutan suara ini diambil secara tergesa-gesa, mengapa tidak diberi 

waktu yang cukup bagi para kreditor yang menolak Rencana Perdamaian Final. 

UUK di dalam penjelasannya secara tegas mencantumkan asas keseimbangan, 

asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integritas. 

 

2. Termohon Kasasi telah berusaha merugikan Pemohon Kasasi sebagai salah satu 

kreditornya. 
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  Dalam daftar kreditor final, secara tegas telah diakui dan tercantum 

Pemohon Kasasi sebagai salah satu kreditor konkuren termohon kasasi dengan 

jumlah tagihan yaitu sebesar US$ 7,933,992.65. namun dalam Rencana 

Perdamaian Final tercantum bahwa Pemohon kasasi sebagai salah satu kreditor 

konkuren yang dinyatakan secara sepihak oleh termohon Kasasi memilih skema 

debt to equity swap, hanya berhak atas 5,445, 584 lembar saham yang senilai US$ 

5,193,234.77. 

  Dalam Pasal 255 ayat 1 B UUK secara tegas mengatur Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang dapat diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, 1 

(satu) atau lebih kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal ini karena 

debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditor, dengan melihat 

adanya bukti nyata atas usaha dari termohon kasasi untuk merugikan pemohon 

kasasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut pihak 

kreditor Judex Facti dapat mengakhiri PKPU termohon kasasi dan bukan 

mengesahkan Rencana Perdamaian Final. Hal ini telah tegas menunjukkan judex 

facti telah keliru dan/atau tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan 

hukum dalam putusan pengadilan Niaga. 

  Dalam perkara ini, Majelis Hakim menolak permohonan kasasi (Deutsche 

Bank dan Indo Plus B.V) dari para pemohon kasasi, dan selanjutnya pemohon 

kasasi mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam Peninjauan Kembali, Majelis 

Hakim mengadili dengan menolak permohonan peninjauan kembali dan 

menghukum para pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara 

dalam permohonan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- 

(sepuluh juta rupiah) yang diputuskan pada tanggal 26 Maret 2007. 

 

Adapun Kronologis Proses Putusan Kepailitan dan PKPU pada Pengadilan Niaga 

sampai Peninjauan Kembali dapat diterangkan dalam Bagan sebagai berikut: 
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BAB IV 

ANALISIS 

 

C. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga  dalam kasus PT. Indo Plus dengan 

PT. Argo Pantes Tbk. 

Salah satu upaya penyelamatan kebangkrutan perusahaan dapat dilakukan 

dengan cara yuridis dan non yuridis. Restrukturisasi utang merupakan salah satu 

bagian yang dapat dikategorikan sebagai kombinasi dari cara yuridis maupun non 

yuridis. Upaya ini dapat terjadi diluar proses kepailitan dan di dalam proses 

kepailitan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang tagihan yang dapat dikompensasikan 

sebagai setoran saham dan pemanfaatan kompensasi utang sebagai setoran saham 

sebagai salah satu alternatif restrukturisasi utang dalam rangka penyelesaian suatu 

proses kepailitan.  

Kompensasi utang sebagai setoran saham merupakan bagian integral dari 

beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum bisnis. Khusus pada 

kompensasi utang sebagai setoran saham dilakukan dalam proses perdamaian pada 

saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

Kasus ini berawal dari gugatan pailit yang diajukan oleh Indo Plus terhadap PT 

Argo Pantes Tbk. yang terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 

Februari 2006. Dasar penagihan utang Indo Plus kepada debitor adalah berdasarkan 

facility agreement relating to a term loan facility dengan fasilitas pinjaman maksimal 

adalah sebesar US$ 30 juta tertanggal 8 Mei 1996, dengan jatuh tempo 8 Mei 1998 

dan transferable loan facility agreement dengan fasilitas pinjaman maksimal sebesar 

US$ 42 juta tertanggal 25 Oktober 1996, dengan tanggal jatuh tempo 25 Oktober 

1999.  

      Dalam pengajuan permohonan pailit ini, Indo Plus dapat membuktikan bahwa 

utang Debitor telah jatuh tempo yaitu pada tanggal 8 Mei 1998 dan 25 Oktober 1999 

sehingga dapat ditagih dan debitor mempunyai lebih dari satu kreditor, yaitu PT Alfa 
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Goldland Realty, PT Lawe Adyaprima Spinning Mills, PT Sugih Brother, PT Daya 

Manunggal, PT Bank Mandiri (Persero) Singapore, PT Bank Mandiri (Persero) 

Jakarta, Maximus Capital Pte Limited, Amroc Investment Asia Limited, PT Alpha 

Sekuritas Indonesia dan PT Putra Mandiri Finance. Terkait dengan gugatan itu, 

Bursa Efek Jakarta juga sempat melakukan penghentian sementara perdagangan 

(suspensi) terhadap saham Argo Pantes.  

      Menurut pendapat penulis, majelis hakim semestinya tidak memutuskan 

diterimanya PKPU dalam persidangan kasus PT. Argo Pantes Tbk tersebut. 

Meskipun beberapa kreditor Argo Pantes sepakat dengan Proposal Perdamaian 

(Final) dari pengurus kepailitan tersebut yang disebut sebagai Proposal Perdamaian 

tanggal 11 April 2006, pihak Indo Plus dan Deustche Bank selaku kreditor tak 

menyetujuinya. Dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim mengadakan sidang 

tersendiri lagi sesuai dengan Pasal 255 ayat 4 UUK untuk kreditor yang tidak sepakat 

dengan penundaan pembayaran utang.  

      Majelis hakim yang diketuai Sudrajat Dimyati memutuskan bahwa pengadilan 

menyetujui penundaan pembayaran utang oleh Argo Pantes karena sebagian besar 

dari 15 kreditor sepakat penundaan. Namun, disebutkan pula bahwa dalam waktu 

yang disepakatai ternyata Argo Pantes tidak juga dapat membayar hutangnya, 

sehinggga gugatan pailit dapat diajukan kembali oleh salah satu kreditor. 

Dalam hal ini, menurut pendapat penulis bahwa Majelis hakim Pengadilan 

Niaga telah melanggar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pelanggaran itu dilakukan 

majelis dengan adanya putusan penerimaan PKPU terhadap gugatan pailit yang 

diajukan oleh Indo Plus BV selaku kreditor kepada debitornya, yakni PT Argo 

Pantes Tbk, dimana pemanggilan terhadap kreditor belum ada, akan tetapi sudah 

diputuskan oleh hakim.  

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga 

dijelaskan bahwa undang-undang tersebut memiliki asas-asas sebagai berikut: 

1. Asas keseimbangan, yaitu terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya 

penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur dan 
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terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan 

lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik, 

2. Asas kelangsungan usaha, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan 

debitor yang prospektif tetap dilangsungkan, 

3. Asas keadilan, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa 

keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, 

4.  Asas integrasi, undang-undang ini merupakan satu kesatuan sistem hukum formil 

dan materil dari hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.91  

 

PT. Argo Pantes Tbk merupakan perusahaan multinasional yang 

memproduksi tekstil yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini 

didirikan pada tahun 1983. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam-macam 

bahan pakaian.  

Dengan demikian fungsi PKPU untuk adanya perdamaian pembayaran 

utang debitor tidak dipenuhi dalam putusan Nomor 

No.03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.jo.No.05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JK

T.PST. Dan berdasarkan asas-asas kepailitan terutama asas kelangsungan usaha 

dan asas keadilan, putusan itu tidak mencerminkan asas kelangsungan usaha dan 

keadilan yang seharusnya hakim dalam memeriksa kasus ini mengindahkan asas- 

asas tersebut. 

Menurut pendapat penulis atas uraian di atas, putusan Majelis Hakim 

Pengadilan Niaga dalam kasus PT. Indo Plus dengan PT. Argo Pantes Tbk tidak 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan alasan bahwa Majelis 

Hakim tidak mengadakan sidang tersendiri yang sesuai dengan Pasal 255 ayat 4 

UUK untuk kreditor yang tidak sepakat dengan penundaan pembayaran utang. 

 

 

D. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam penetapan PKPU PT. Argo Pantes Tbk. 

                                                 
91 Man S Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

(Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 73 
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PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak 

kepada setiap debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan 

dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat 

ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud 

pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran 

pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.  

PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitur yang telah memperkirakan 

bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya, maupun sebagai upaya hukum 

terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh krediturnya. PKPU sendiri terbagi 2 

bagian, tahap pertama, adalah PKPU Sementara, dan tahap kedua adalah PKPU 

Tetap. Berdasarkan Pasal 214 ayat (2) UUK Pengadilan niaga harus mengabulkan 

permohonan PKPU Sementara. PKPU sementara diberikan untuk jangka waktu 

maksimum 45 hari, sebelum diselenggarakan rapat kreditur yang dimaksudkan untuk 

memberikan kesempatan kepada  debitur untuk mempresentasikan rencana 

perdamaian yang diajukannya. PKPU Tetap diberikan untuk jangka waktu 

maksimum 270 hari, apabila pada hari ke 45 atau rapat kreditur tersebut, belum dapat 

memberikan suara mereka terhadap rencana tersebut.92  

PKPU diatur  dalam Pasal 222 s.d. pasal 294 UUK. PKPU ini sangat 

berkaitan erat dengan ketidakmampuan mambayar  (insolvensi) dari debitor terhadap 

utang-utangnya kepada kreditor. PKPU dapat diajukan oleh: 

1. Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor, atau debitor yang tidak 

dapat atau memperkirakan tidak dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan 

maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran 

pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditor. 

2. Kreditor. Yang dimaksud kreditor dalam hal ini adalah kreditor konkuren dan 

kreditor preferen (kreditor yang didahulukan). Kreditor yang memperkirakan 

bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh 

tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU, 

                                                 
       92 Ibid, hal. 72 
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untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi 

tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. 

3. Pengecualian : Debitor Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring, 

Dan penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan 

Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara 

yang bergerak di bidang kepentingan publik. 

    Pada dasarnya, pemberian PKPU kepada Debitor dimaksudkan agar 

debitor yang berada dalam keadaan insolvensi, mempunyai kesempatan untuk 

mengajukan rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang 

secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya ataupun melakukan 

restrukturisasi (penjadwalan ulang) atas utangnya. Oleh karena itu, PKPU 

merupakan kesempatan bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan 

kewajibannya atas utang-utang agar debitor tidak sampai dinyatakan pailit, undang-

undang secara tegas menyatakan bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap 

debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit. 

Dalam hal ada permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU yang 

diajukan dan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka pengadilan niaga wajib 

memberikan putusan terlebih dahulu atas permohonan PKPU dibandingkan dengan 

permohonan pernyataan pailit. Adapun dalam hal permohonan PKPU yang diajukan 

setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang telah diajukan terhadap debitor, 

maka agar permohonan PKPU tersebut harus diajukan pada sidang pertama 

pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 229 

ayat (3) dan ayat (4) UU Kepailitan.  

Permohonan PKPU harus diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di daerah 

tempat kedudukan hukum debitor dengan ketentuan: 

1. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Negara republik Indonesia, 

pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah 

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir 

debitor. 

2. Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. 
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3. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah Negara republik Indonesia 

tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara republik Indonesia, 

pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan 

profesi atau usahanya diwilayah Negara republik Indonesia. 

4. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah 

sebagaimana dimaksud anggaran dasarnya. 

Pada surat permohonan PKPU tersebut ditandatangani oleh pemohon dan 

oleh advokatnya harus diperhatikan ketentuan : 

1. Dalam hal pemohonnya adalah debitur, pemohon PKPU harus disertai daftar yang 

memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya. 

2. Dalam hal pemohonnya adalah kreditor, maka pengadilan niaga wajib memanggil 

debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari 

sebelum sidang. Pada sidang tersebut, debitur wajib mengajukan daftar yang 

memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya 

dan, bila ada, rencana perdamaian. 

3. Pada surat permohonantersebut dapat dilampirkan rencana perdamaian. Surat 

permohonan PKPU beserta lampirannya (bila ada) harus disediakan di 

kepaniteraan pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. 

Panitera pengadilan niaga mendaftarkan surat permohonan PKPU tersebut pada 

tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan 

tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penjabat yang berwenang dengan 

tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Kemudian panitera 

menyampaikan permohonan PKPU tersebut kepada Pengadilan Niaga paling 

lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan tersebut didaftarkan. 

 

Mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 mengatur dalam Pasal 222 ayat (1) bahwa penundaan kewajiban 

pembayaran utang dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) 

kreditor atau oleh kreditor. Ayat (2) pasal yang sama mengatur bahwa : 
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“debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan 

membayar utang – utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat 

memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk 

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian 

atau seluruh utang kepada kreditor.”  

Ayat (2) pasal yang sama mengatur bahwa : 

“kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan 

membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat 

memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, 

untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi 

tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya”  

Dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, terdapat 

perbedaan antara permohonan yang diajukan oleh debitor dengan permohonan yang 

diajukan oleh kreditor, yaitu bahwa : 

1. Dalam hal pemohon adalah debitur, permohonan penundaan kewajiban 

pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan 

utang debitor beserta surat bukti secukupnya. (Pasal 224 ayat (2) UUK dan 

PKPU), sedangkan dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan akan 

memanggil debitor untuk mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, 

dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat   (3) dan (4) 

UUK).  

2. Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, pengadilan dalam waktu paling 

lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus 

mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara 

dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta 

mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus 

harta debitor. (Pasal 225 ayat (2) UUK dan PKPU), sedangkan dalam hal 

pemohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua 

puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan 

permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus 

menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau 
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lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor. (Pasal 225 

ayat (3) UUK).  

Berdasarkan Pasal 225 ayat (2) dan (3) UUK, bahwa dengan adanya 

permohonan PKPU oleh debitor maupun oleh kreditor, Hakim harus mengabulkan 

penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan menunjuk seorang hakim 

pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus 

yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.  

Putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara tersebut wajib 

diumumkan segera dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 

dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. (Pasal 226 

ayat (1) UUK).  

Putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak 

tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan 

berlangsung sampai dengan tanggal sidang (Pasal 227 UUK). Sidang  tersebut 

merupakan rapat permusyawaratan hakim dan ketika sidang tersebut, pengadilan 

harus mendengar debitor, hakim pengawas, pengurus dan kreditor yang hadir, 

wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. (Pasal 226 ayat 

(1) dan Pasal 228 ayat (1) UUK).  

Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan 

kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat bersamaan, permohonan 

penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu (Pasal 

229 ayat (3) UUK).  

Berdasarkan Pasal 229 ayat (1) UUK, putusan penundaan kewajiban 

pembayaran utang tetap dapat diputuskan oleh pengadilan, yaitu berdasarkan : 

“a. persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya 
diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua 
pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari 
kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut;dan  

b. persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin 
dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas 
kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) 
bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang 
tersebut.” 
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Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa 

Undang-Undang tersebut memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama 

ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor,  

2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang 

menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa 

memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya, 

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh 

salah seorang kreditor atau debitor sendiri.93 

Proses PKPU telah dilaksanakan dengan tidak memperhatikan asas 

keseimbangan dan asas keadilan. Dimana dalam hal ini, Judex facti tidak 

memberikan waktu yang cukup kepada kreditor-kreditor yang bersikap abstain 

(dalam hal ini adalah pemohon kasasi dan PT. Putra Mandiri Finance) dan 

kreditor yang bersikap menolak (dalam hal ini adalah Indo Plus B.V.) dalam 

pemungutan suara atas rencana perdamaian final untuk memberikan alasan-alasan 

sehubungan dengan sikap-sikap tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat 

(1) UUK.  

Dalam hal tersebut di atas, PT. Putra Mandiri Finance dan Indo Plus B.V 

menyatakan bagaimana mereka dapat menyampaikan alasan-alasan atas 

penolakan terhadap rencana perdamaian final jika Rapat Permusyawaratan Hakim 

dimulai kurang dari 2 (dua) jam sejak pemungutan suara diambil dan ditutup 

dalam waktu kurang dari 1 (satu) jam, hal ini menjadi pertanyaan para kreditor, 

mengapa pemungutan suara ini diambil secara tergesa-gesa, mengapa tidak diberi 

waktu yang cukup bagi para kreditor yang menolak Rencana Perdamaian Final. 

UUK di dalam penjelasannya secara tegas mencantumkan asas keseimbangan, 

asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integritas. 

                                                 
       93 Ibid, hal. 75 

Penetapan PKPU..., Andi Setiawan, FH UI, 2008



Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang secara khusus berwenang 

menangani perkara kepailitan, kewenangan pengadilan Niaga adalah mutlak. 

Dalam pasal 300 ayat 1 undang-undang kepailitan secara tegas dan dinyatakan 

bahwa pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini selain 

memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan 

kewajiban pembayaran utang (PKPU), berwenang pula memeriksa dan 

memutuskan perkara lain di bidang pengadilan perniagaan yang penempatannya 

dilakukan dengan undang-undang.  

Hal ini berarti peradilan niaga mempunyai kewenangan absolut untuk 

memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan penukaran kewajiban 

pembayaran hutang (PKPU). Peradilan niaga dalam memeriksa dan memutuskan 

perkara kepailitan atau PKPU  pada tingkat I dilakukan oleh hakim majelis. 

Dalam hal yang menyangkut perkara lain di bidang perniagaan, ketua Mahkamah 

Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat I di periksa 

dan diputuskan oleh hakim tunggal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

G. KESIMPULAN 

 

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam kasus PT. Indo Plus dengan PT. 

Argo Pantes Tbk tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), 

dengan alasan bahwa Majelis Hakim tidak mengadakan sidang tersendiri yang 

sesuai dengan Pasal 255 ayat 4 UUK untuk kreditor yang tidak sepakat dengan 

penundaan pembayaran utang.  

2. Majelis hakim Pengadilan Niaga memiliki kewenangan dalam memeriksa 

permohonan dan menetapkan PKPU. Majelis Hakim telah melanggar Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU). Pelanggaran itu dilakukan majelis dengan adanya 

putusan perdamaian terhadap gugatan pailit yang diajukan oleh Indo Plus BV 

selaku kreditor kepada debitornya, yakni PT Argo Pantes Tbk, Proses PKPU 

dalam kasus ini telah dilaksanakan dengan tidak memperhatikan asas 

keseimbangan dan asas keadilan. Dimana dalam hal ini, Judex facti tidak 

memberikan waktu yang cukup kepada kreditor-kreditor yang bersikap abstain 

(dalam hal ini adalah pemohon kasasi dan PT. Putra Mandiri Finance) dan 

kreditor yang bersikap menolak (dalam hal ini adalah Indo Plus B.V.) dalam 

pemungutan suara atas rencana perdamaian final untuk memberikan alasan-

alasan sehubungan dengan sikap-sikap tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 

284 ayat (1) UUK.  
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H. SARAN 

1. Dalam perkara ini, Majelis Hakim sebaiknya memperhatikan para kreditor  yang 

tidak sepakat dengan penundaan pembayaran utang serta melaksanakan 

persidangan tersendiri atas hal tersebut. 

2. Diharapkan pada masa yang akan datang, pemeriksaan PKPU dilakukan secara 

cermat agar tidak merugikan kreditor 
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